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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian data, kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah penerimaan PPh Pasal 21 setelah adanya perubahan PTKP lebih 

besar daripada Penerimaan PPh Pasal 21 sebelum adanya perubahan 

PTKP. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPh 

Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo adalah terdapat peningkatan jumlah 

Wajib Pajak yang melakukan penyetoran PPh Pasal 21, terdapat kenaikan 

penghasilan dari tahun sebelumnya, serta terdapat pemotong PPh Pasal 21 

yang belum melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan batasan 

PTKP yang baru. 

 

5.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang rentang 

waktu penelitian, karena dalam penelitian ini penulis hanya 

menggunakan data sebanyak dua tahun yaitu data Tahun 2014 dan 

Tahun 2015. Hal ini karena peraturan mengenai batasan PTKP yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 
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masih terbilang sangat baru dan baru diterapkan pada Tahun 2015, 

sehingga data pembandingnya hanya bisa menggunakan data Tahun 

2014. 

2. Pada penelitian ini variabel yang digunakan hanyalah variabel 

penerimaan PPh Pasal 21, yang terdiri dari penerimaan PPh Pasal 21 

sebelum dan setelah adanya perubahan PTKP. Oleh karena itu, untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti 

penerimaan PPN dan take home pay. Hal ini karena Naiknya PTKP akan 

berdampak pada bayaknya take home pay yang diterima oleh para 

penerima penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan siap 

belanja (disposable income) yang pada gilirannya akan mendorong 

permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun 

investasi dan pada akhirnya dapat berdampak pada penerimaan PPN. 

3. Bagi pemotong PPh Pasal 21 yang masih menggunakan batasan PTKP 

lama dalam perhitungan PPh Pasal 21, hendaknya segera membuat SPT 

pembetulan, dan menggunakan batasan PTKP baru untuk perhitungan 

PPh Pasal 21 selanjutnya. 
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